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ABSTRAK

Ujaran Kebencian dalam bahasa Inggris disebut Hate Speech merupakan
tindak pidana yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri No: SE/6/X/2015 yakni
Pasal 156, 157, 310, 311 KUHP, Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) UU ITE,
Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dimana tindak pidana
tersebut belum ditangani dengan baik oleh Kepolisian Daerah DIY. Hal tersebut
dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang tidak sampai dalam tahap
peradilan dan hanya diselesaikan dengan permintaan maaf dari pelaku. Polda DI'Y
tidak semestinya melakukan penindakan yang tidak sesuai dengan perundang-
undangan sehubungan telah dikeluarkannya Surat Edaran No: SE/6/X/2015
tentang penanganan ujaran kebencian, dan karena rendahnya hukuman dengan
pemaafan. Berdasarkan surat edaran tersebut kepolisian dapat lebih maksimal
dalam upaya penegakan hukum yang adil. Berdasarkan tersebut, penyusun tertarik
untuk meneliti bagaimana penanganan tindak pidana ujaran kebencian
(hatespeech)? Apa saja bentuk-bentuk dari ujaran kebencian yang sering terjadi di
masa kampanye pemilihan umum Pilpres 2019? Problem apa yang dihadapi dalam
penanganan tindak pidana ujaran kebencian (hatespeech) tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode
analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris,
yakni penelitian ini mengacu pada undang-undang dan surat edaran Kapolri
terkait penanganan tindak pidana ujaran kebencian (Hatespeech). Penyusun
menggunakan metode wawancara yang hasilnya akan dielaborasi dengan teori
Restorative Justice dan Efektivitas Hukum. Adapun lokasi penelitian yakni di
Polisi Daerah Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang digunakan dalam
ujaran kebencian di masa kampanye Pemilihan Presiden tahun 2019 adalah media
sosial. Contoh media sosial tersebut yakni twitter, istagram, facebook, dan
beberapa media sosial lainnya. Dari tiga akun media sosial yang teridentifikasi,
bentuk-bentuk ‘ujaran Kkebencian berupa tulisan ‘status -personal (pendukung/
simpatisan salah satu pasangan calon presiden) baik dibuat sendiri ataupun meng-
copy dan menyebarkannya dengan tujuan provokasi, penghinaan, ujaran
kebencian pada salah satu pasangan calon presiden. Namun, penyidikan dan
penyelesaian perkara yang dilakukan Polda DIY hanya berupa Klarifikasi dan
permintaan maaf dari pelaku korban. Menurut Polda DIY perkenannya
permintaan maaf itu karena delik tersebut sebagai delik aduan yang dapat
dihentikan proses hukumnya berdasarkan Pasal 75 KUHP. Terlebih lagi Polda
DIY juga menambahkan alasan teori keadilan restoratif yang hanya
menyelesaikan masalah dengan mediasi. Selain itu, terdapat beberapa problem
yang dialami Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menangani tindak pidana
Hatespeech, yakni kurangnya fasilitas berupa alat penyadap cyber crime serta
SDM yang minim.

Kata kunci : Ujaran Kebencian (Hatespeech), Tindak Pidana, Penegakan Hukum
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HALAMAN MOTTO

4 Prinsip Stoicism

. Tuhan (dalam bentuk dan wujud apapun itu) akan selalu care pada
seluruh makhluk hidupnya.

. Hidup yang penuh dengan kebijaksanaan itu penting untuk kebahagiaan
Kita.

. Alam semesta bekerja dalam harmoni. Dan kita harus hidup harmonis
dengan alam.

. Semua hal yang terjadi pasti ada alasannya. Hal baik/buruk pasti sudah
diatur oleh suatu kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di alam

semesta.

Everyone have their own way to enjoy the life

(setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk menikmati kehidupan)
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Dan untuk seseorang, yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap

saya
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan memiliki hak dasar-dasar yang disebut hak asasi manusia.
Hak tersebut melekat pada diri seseorang karena kodratnya sebagai manusia tidak
dapat dicabut oleh siapapun. Problematika yang terjadi saat ini adalah pada proses
pemilihan umum. Pemilihan Umum diakui secara global, sebagai sebuah arena
untuk  membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian
pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis, yang dijelaskan
oleh Joseph Schumpeter bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang
mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih
kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk mementukan pilihan serta liberisasi
hak-hak sipil dan politik warga negara.® Sebagai bentuk realisasi kedaulatan
rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum,
secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu
merupakan -mandat dari konstitusi-yang wajib.dilaksanakan oleh pemerintah,
dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu.

Dalam melaksanakan pemilihan umum tersebut, ada banyak sekali
kemungkinan persoalan. Kekhawatiran dan bisa terjadinya konflik yang sering

terjadi di saat kampanye dilaksanakan.

L P. Anthonius Sitepu, Studi IImu Politik, (Yogyakarta; Graha llmu, 2012), him 177.



Kampanye pemilu adalah bagian dari demokrasi. Meskipun kritik terhadap
partai yang disampaikan melalui karikatur sering memberikan kesan yang tidak
baik, tetapi kampanye pemilu tidak dapat dianggap sebagai legitim ataupun tidak
bermoral. Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah dimana kelompok
kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran tujuannya kepada
masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan legimitasi dari arti pemilu itu
sendiri, karena pemilu adalah fondasi kebebasan individu.?

Namun sering terjadinya problematika dalam kampanye adalah ujaran
kebencian (hatespeech) dalam kontestansi Demokrasi kampanye pemilu tidak
dapat ditinggalkan, hatespeech menurut penafsiran dari UNESCO? adalah bentuk
ujar kebencian yang merujuk kepada hasutan yang dilakukan untuk menyakiti
(khususnya diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan) terhadap sasaran kelompok
sosial atau demografis tertentu, selain itu ujaran kebencian ini juga termasuk
pidato yang mengadvokasi, mengancam atau mendorong tindakan kekerasan.*
Larangan berkampanye saat pemilu diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No 7
Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, pasal tersebut hanya mengakomodir delik
hate speech yang dilaksanakan secara langsung. Mayeritas yang terjadi saat ini

delik hate speech dilakukan melalui media 'sosial, dan diatur dalam Undang-

2 Toni Andrianus Pito S.lp dkk, Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai
Korupsi, (Bandung; Nuansa Cendekia, 2013), him 185.

3 UNESCO adalah organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan perserikatan
bangsa-bangsa. merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah
mendukung perdamaian, dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui
pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati
yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki.

4 Agung Marsallindo, Dampak hatespeech dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang
Tahun 2018. Skripsi Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Andalas. Sumatra Barat
(2019).
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https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_hukum&action=edit&redlink=1
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Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam

Pasal 28, yakni:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA)”.

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian
mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti hukuman empat
tahun penjara bagi siapa saja yang menyatakan permusuhan di depan umum,
sesuai Pasal 156 KUHP. Akan tetapi pasal-pasal tentang ujaran kebencian (hate
speech) perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menjadi celah hukum dari Pasal 28
ayat (2), yaitu yang pertama, objek yang disebarkan adalah informasi, yang kedua
yaitu makna kata. Dalam pasal ini menandakan bahwa aparat penegak hukum
harus dapat “membuktikan. apakah informasi. yang- disebarkan bertujuan untuk
menimbulkan kebencian atau permusuhan atau ‘tidak.®> ~Jadi, yang lebih
mengakomodir terhadap delik hatespeech tersebut adalah yang terdapat dalam
undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adanya ujaran kebencian (hatespeech) untuk menjatuhkan calon lawan
peserta yang sangat sering terjadi, dan bisa memunculkan banyak masalah, yang

puncaknya akan terjadinya konflik. Di sinilah peran lembaga negara khususnya

° Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime), (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), him 177.



polisi untuk melakukan penindakan pada semua tahapan kampanye pemilu.
Contoh perkara yang ada di POLDA DIY yakni, ujaran kebencian yang terjadi di
media sosial melalui akun twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya.
Bentuk ujaran kebencian ini mengandung provokasi, penghinaan, dan perbuatan
tidak menyenangkan. Di mana ditulis kedalam status personal (pendukung/
simpatisan salah satu pasangan calon presiden) baik dibuat sendiri ataupun meng-
copy dan menyebarkannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adanya perbedaan kepahaman suatu
kelompok yang melakukan secara vulgar untuk menghujat kelompok/individu lain
yang bisa berujung pada tindakan kejahatan hatecrime, bahkan jika dibiarkan
akan memicu konflik sosial. Kepolisian dituntut untuk peka, siaga, dalam
mencegah dan mengatasinya. Maka dari itu, dengan adanya tulisan ini, diharapkan
mampu mengural permasalahan kebijakan untuk permasalahan hatespeech yang
ada Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan sebagaimana dikemukakan
diatas, maka. dari itu- penyusun untuk mengkaji permasalahan terkait dengan
hatespeech atau ujaran kebencian secara-normatif, dengan judul: “Problematika
Penindakan Hatespeech pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Pilpres 2019 di

Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.”

B. Rumasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka untuk
membangun penelitian ini penyusun merumuskan permasalahan pokok antara

lain:



Bentuk-bentuk hatespeech apa saja yang terjadi dalam masa kampanye
pemilihan umum pilpres Tahun 2019?

Bagaimana Polda DIY menangani tindak pidana hatespeech tersebut?
Problematika apa yang terjadi dalam penindakan tindak pidana hatespeech

pada masa kampanye pemilihan umum pilpres 2019?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

a. Untuk menemukan bentuk-bentuk apa saja yang terjadi dalam masa
kampanye pemilihan umum pilpres 20109.

b. Untuk menalaah Polda DIY menangani tindak pidana hatespeech
dimasa kampanye pemilihan umum pilpres 2019.

c. Untuk menemukan problematika apa yang terjadi dalam penindakan
pidana hatespeech pada masa kampanye pemilihan umum pilpres
2019.

2. “Kegunaan Penelitian

a. Keguanaan Teoritik
Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah
ataupun memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum bagi
penulis serta untuk menambah wawasan bagi masyarakat ataupun
akademisi dalam bidang ilmu pidanaan.

b. Kegunaan Praktis



Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta
diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para lembaga
pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh

rakyat.

D. Telaah Pustaka

Penyusun sadar bahwa penilitian tentang pidana hatespeech ini bukanlah hasil
penilitian pertama kali. Sudah ada beberapa penelitian terkait pidana hatespeech
ini, namun menurut penulis, pidana hatespeech ini masih sagat menarik untuk
dikaji karena berkaitan dengan pidana hatespeech dalam masa kampanye
pemilihan umum yang banyak menimbulkan masalah konflik sosial.

Berikut merupakan beberapa literature yang sedikit mengandung instisari
berkaitan dengan objek penilitian, ini diantaranya:

Dalam Skripsi dari Agung Marsalindo.® Penilitian ini bertujuan untuk
menjelaskan lebih jauh tentang penyebab munculnya hatespeech dan bagaimana
pengaruhnya terhadap Konsolidasi Demokrasi di tingkat lokal. Berbeda dari
skripsi tersebut, . dalam ujaran kebencian _penulis lebih._membahas tentang
bagaimana prosedur penanganan tindak pidana ujaran kebencian saat kampanye
pemilihan umum pilpres 2019.

Skripsi yang ditulis Windy Hartoko, berjudul Kriteria Ujaran Kebencian

(Hate Speech) dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daearah Dihubungkan dengan

® Agung Marsalindo, “Dampak Hatespeech dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang
Tahun 20187, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Sumatra Barat, (2019),
diakses http://scholar.unand.ac.id/47048/, pada tanggal 8 Oktober 2019.


http://scholar.unand.ac.id/47048/

Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial.” Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui maksud dari hatespeech agar para pemilih tidak memilih calon
yang bersangkutan, tetapi sampai sekarang belum adanya kasus hatespeech yang
di bawa ke pengadilan. Maraknya ujaran kebencian (hatespeech) berdampak besar
dalam proses Pilkada. Peniliti menggunakan metode hukum normatif yang akan
memaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas tentang beberapa aspek dalam
perundang-undangan. Peniliti akan penilitian di dalam bidang ilmu hukum (legal
research). Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Windy Hartoko, tulisan akan
ini akan membahas bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dari pihak
kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (Hatespeech).

Skripsi dari Wiwit Sugiarti, yang berjudul Tindak Pidana Ujaran
Kebencian (Hate Speech) dalam Jejaring Media.® Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ujaran kebencian di dalam media sosial yang menimbulkan polemik
di dalam masyarakat. Perbuatan tersebut dapat memicu terjadinya kejahatan,
permusuhan, dan bahkan perpecahan antara kelompok ataupun individu. Penulis
juga menganalisis Kedudukan Surat Edaran Kapolri-Nomor SE/6/X/2015 tentang
Penanganan Ujaran Kebencian. Metode-yang digunakan penulis adalah jenis
penelitian normatif, karena dalam hal penelitian ini adalah menggunkan
kepustakaan yang merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan

sebagai data sekunder. Proses yang dilakukan dalam tulisan yang dibuat oleh

" Windy Hartoko, “Kriteria Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kampanye Pemilihan
Kepala Daearah Dihubungkan dengan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Social”,
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, (2017).

8 Wiwit Sugiarti,”Tindak Pidana Ujaran Kebencian (HateSpeech) Dalam jejaring Media
Sosial,” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
(2017).



Wiwit Sugiarti dengan menggunakan metode normatif yang dimana penulis
menganalisis kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, sedangkan
metode yang digunakan penulis ini menggunakan metode empiris.

Jurnal yang ditulis M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz (2015), Jurnal
Keamanan Nasional Vol. I, No. 3, 2015, dengan judul Surat Edaran Kapolri
Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi
Manusia. Jurnal ini mendiskusikan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam
diskursus HAM. Hate Speech merupakan konsep yang sangat rentan berhadap-
hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Titik singgung ujaran
kebencian dalam kerangka HAM berada pada dua diskursus hak, yaitu: a)
kebebasan beragama atau berkeyakinan, b) kebebasan berekspresi dan
berpendapat, c) perlindungan ras dan etnik. Secara konsep ataupun praktik, ujaran
kebencian seringkali diterapkan secara berbeda-beda, baik di tingkat global
ataupun praktik negara-negara di dunia.’

Jurnal yang ditulis Mohammad Igbal Ahnaf dan Suhadi, Jurnal
Multikultural. dan Multireligius Wol. 13, dengan judul Isu-lsu Kunci Ujaran
Kebencian (Hate Speech): Implikasinya-terhadap Gerakan Sosial Membangun
Tolerensi. Tulisan ini membahas ujaran kebencian bagaimana cara menangani
ancaman ujaran kebencian, baik oleh negara atau gerakan sosial. Dalam tulisan ini
dipaparkan bentuk-bentuk bahaya ujaran kebencian bagi negara demokrasi
multikultural seperti Indonesia, konseptualitas ujaran kebencian, perangkat hukum

Indonesia terkait ujaran kebencian dan pengalaman sejumlah negara Demokrasi

® M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia,” Jurnal Keamanan
Nasional Vol. I, No. 3, 2015.



Barat dalam menangani ujaran kebencian. Terakhir, tulisan ini memberikan
beberapa usulan langkah yang bisa dilakukan gerakan sosial untuk merespon
ujaran kebencian.®

Jurnal yang ditulis Anshari dan M. Fajrin, Jurnal Res Judicata Vol 1, No.2
dengan judul Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian
(Hatespeech) oleh Penyedik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan
Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat). Jurnal ini
membahas bagaimana proses penetapan tindak pidana ujaran kebencian di
Indonesia, khususnya jurnal ini membahas di Kalimantan Barat, dengan
terpublikasinya beberapa kasus pelaporan terhadap dugaan tindak pidana tersebut.
Diatur dalam Surat Edaran tentang tindakan aparat penegak hukum dalam
lingkungan Polri dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat socio-legal
research, dengan menggunakan dan mengkaji norma hukum yang berlaku

dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.*

E. Kerangka Teori
Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenani suatu
faktor dari sebuah-disiplin‘ilmiah. Dalam dunia‘ilmu, teori merupakan kedudukan

penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta

10 Mohammad Igbal Ahnaf dan Suhadi, “Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech):
Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi,” Jurnal Multikultural dan
Multireligius Vol. 13, 2014.

11 Anshari dan M. Fajrin, Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian
(Hatespeech) oleh Penyedik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana
Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat, Jurnal Res Judicata Vol 1, No. 2, November 2018.
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memahami masalah yang lebih baik. Untuk itu penelitian ini akan menggunakan
kerangka teoritik sebegai berikut:
1. Konsep Restorative Justice

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik
beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak
pidana serta korbannya. Salah satu implementasi dari restorative justice adalah
penyelesaian kasus-kasus dugaan kejahatan HAM (Hak Asasi Manusia). Pilihan
antara penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dengan menggunakan restitutive
justice (criminal justice) atau penyelesaian non-pengadilan melalui cara
rekonsilisasi dengan menggunakan restorative justice, sebagai salah satu
implementasi transitional justice (keadilan transisional) senantiasa menjadi
wacana seru.*?

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk
menyelesaikan masalah diluar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah
dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara
pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang
disepakati oleh para pihak.*

Konsep restorative justice 'menurut Sarre, keadilan restoratif berkaitan
dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak

pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara pelaku tindak pidana

2Achmad  Ali, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory &
Judicialprudence, (Jakarta; PT Kharisma Putra Utama, 2017), him.10

13 Diakses, http://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20I1.pdf pada tanggal 24 Februari
2020.


http://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20II.pdf
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dengan masyarakat mereka, yang merupaka hallmark (tanda/karekteristik) dari
sistem-sistem peradilan pidana modern.'*
2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut, Soerjono Soekanto berpendapat tentang
pengaruh hukum, salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai
sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah
pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan
pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau
perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan
pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau
perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan atau
penyimpangan (deviance), dan pengelakan (evasion). Konsep-konsep ketaatan,
ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya berkaitan dengan
hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Bilamana hukum tersebut berisikan
kebolehan, perlu dipergunakan konsep-konsep. lain, yakni penggunaan (use), tidak
menggunakan (nonuse),-dan penyalahgunaan (misuse); hal tersebut adalah lazim
dalam bidang hukum perikatan.*®

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas
hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk

menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada

4 1bid, hal 22.

15 https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html, diakses pada tanggal
16 Desember 2019.


https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html
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masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut
menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Menurut
pendapat Achmad Ali menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu
perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran,
wewenang dan fungsi para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang
dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-

undangan tersebut.*®

F. Metode Penelitian
Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian lapangan (field research) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan
langsung dari lapangan tempat yang dilakukannya penilitian yaitu di Polda

Yogyakarta, melukiskan secara aktual dan cermat terkait msalah yang diteliti.’

Selain melakukan penelitian lapangan (field research), data juga dilengkapi
dan diperkuat dengan data-yang.diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library

research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature

16 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum & ......, him. 12.

17 M. Igbal, Pokok-pokok Materi Metedologi dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2002). him 22.
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(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian

terdahulu,'® yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuj menggambarkan
suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik, dan kebiasaan yang ada dalam
masyakarat'® yang kemudian akan dianalisi dengan cermat agar mendapatkan
kesimpulan dari kajian mengenai bagaimana penindakan tindak pidana hatespeech
dalam masa kampanye pemilihan umum, apakah sudah sesuai dengan ketentuan
yang ada di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi
Eloktronik.
3. Pendekatan Penelitian

Pendektan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan
yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan
perundang-undangan. Sedangkan empiris memandang hukum sebagai kenyataan
sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajiannya bersifat deskriptif. Dengan
perkataan_lain, kajian empiris mengkaji law in action. Dengan demikian, kajian
empiris dunianya adalah das sein (apa kenyataannya).?
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun telnik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai

berikut:

18 1bid., him 11
19 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), him 19.

20 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), him 2.



14

a. Obeservasi
Teknik ini berguna untuk pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti,
yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung kejadian maupun
peristiwa yang yerjadi di lapangan agar mengahasilkan data yang falid.
Beberapa infomasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang
(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu
dan perasaan.?* Dalam skripsi ini tempat yang dituju adalah Polda Yogyakarta,
yang membahas mengenai penindakan tindak pidana hatespeech dalam masa
kampanye pemilihan umum.
b. Wawancara (Interview)
Metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab.
Wawancara (interview) mempunyai ciri utama adalah kontak langsung
terhadap sipencari informasi dengan sumber informasi. Pihak yang
diwawancarai dalam skripsi ini yaitu kepala Div. Humas Polda Yogyakarta.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan bukti peristiwa yang tertulis maupu yang terekam
yang menunjukan kebenaran untuk dijadikan bahan penunjang dan penguat
dalam ‘sebuah penelitian. Metode dokumentasi adalah usaha untuk
memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan, buku,
brosur, majalah dan sebagainya. Dalam penlitian ini data-data tersebut berupa
arsip-arsip yang ada di Polda Yogyakarta yang relevan dengan topik yang

dibahas dalam penelitian ini.

2L Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya llmiah,
(Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), him. 138
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Pustaka (Library)
Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data
yang diambil dari Library seperti Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal, dan
beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.
Sumber Data
Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi tiga,
yaitu:
Sumber Data Primer
Data primer atau data dasar dalam penelitian adalah data yang diperoleh
langsung dari sumber utama di lapangan, yaitu Polda Yogyakarta dengan
melakukan wawancara (interview) dan data kasus tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana hatespeech yang diperoleh
langsung dari Polda Yogyakarta.
Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang telah tersedia berupa hasil penelitian yang
dipublikasikan, penlitian-penelitian yang- sebelumnya, buku-buku, undang-
undang, Peraturan Pemerintah, dan data-data lainnya. Data sekunder juga akan
menjadi sumber pendukung dalam ‘melakukan penilitian atau mengakaji
permasalahan yang terjadi ditempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.
Seperti:
1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi
Elektronik;

2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
4) Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran
Kebencian (hatespeech).
c. Sumber Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer
dan sekunder seperti kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel dari media
internet.?
6. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya
menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat
(deskriptif). Analisis Kualitif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis
empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif.
Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara
berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk
kemudian ditarik suatu. kesimpulan bersifat khusus.?
7. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam lingkup POLDA Yogyakarta, sebagaimana
judul dan latar belakang masalah dibahas dan penelitian akan dilaksanakan

pada tahun 2019/2020.

22 Suharsini Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), him. 133.

2 Diakses melalui http:/digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20l1l.pdf pada tanggal 22
Oktober m2019 pukul 12.58 WIB.


http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf
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G. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi akan menggunakan lima
pokok bab yang akan menjadi objek dan batasan-batasan pembahasan, di dalam
bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi pokok
bahasan mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana ujaran

kebencian (hatespeech) di dalam masa kampanye pemilihan umum.

Bab pertama yang diantaranya berisikan Pendahuluan, meliputi Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Telaah Pustaka,
Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, meliputi
pengertian hatespeech (ujaran kebencian), bentuk-bentuk pidana ujaran kebencian
(hatespeech), teori efektivitas hukum dan restorative justice.

Bab ketiga membahas tentang prosedur penindakan hatespeech yang
meliputi kedudukan, wewenang, fungsi, tugas, dan tata cara satuan reserse Polda
DlY, tujuan Polda DIY dalam penindakan tindak pidana hatespeech dalam masa
kampanaye pemilihan umum Pilpres 2019.

Bab keempat berisi tentang ‘hasil analisis pelaksanaan penindakan tindak
pidana ujaran kebencian (hatespeech) dalam masa kampanye pemilihan umum
Pilpres 2019 di Polda Yogyakarta.

Bab lima berisi tentang Penutup, meliputi Kesimpulan dan Sara



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Demikian kesimpulan dari Problematika Penindakan Pidana Hatespeech
pada masa Kampanye Pemilihan Umum PILPRES 2019 penelitian di POLDA

Yogyakarta.

1. Bentuk-bentuk ujaran kebencian (hatespeech) dalam masa kampanye
pemilihan umum pilpres 2019 sesuai yang ada di dalamrat Edaran KAPOLRI
NO SE/6/X/2015 dapat berupa tindak pidana yang diatur di dalam Kkitab
undang-undang hukum pidana. Bentuk ujaran kebencian yang sering terjadi
yakni bertuliskan status personal yang terdapat unsur ujaran kebencian,
penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan dan provokasi yang terjadi di
dalam media sosial. Terdapat 5 akun media sosial diantaranya 3 akun twitter, 1
akun instagram, 1 akun facebook, yang dilaporkan ke Polda DIY. Bentuk
tindak pidana ujaran kebencian (hatespeech) tersebut merupakan salah bentuk
yang melanggar Pasal 156, 157, dan 310 KUHP, Pasal 28 ayat (2) Undang-
Undang No 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang
berdasarkan aturannya harus ditindaklanjuti oleh pihak "kepolisian karena
merupakan bentuk pelanggaran hukum. Perbuatan tersebut juga harus
ditindaklanjuti karena sangat mempengaruhi perilaku pemilih oleh masyarakat
yang dampakya akan sangat merugikan paslon yang dipilih.

2. Upaya penindakan yang dilakukan Polda DIY melakukan penindakan

penyelidik dan penyidik atas apa yang terjadi di dalam kampanye. Sesuai yang
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dikeluarkam Surat Edaran Kapolri NO SE/6/X/2015, seluruh kepolisian
Indonesia bisa langsung menangkap pelaku tindak pidana ujaran kebencian
tanpa adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan ini dapat disebut
sebagai delik murni, namun jika ada pihak yang merasa dirugikan maka dapat
melapor kepada pihak polisi ini dapat disebut delik aduan. Penegakan hukum
yang dilakukan POLDA DIY hanya dilakukan penyelidikan, yakni memeriksa
pelaku dan meneliti konten apa yang dilakukan oleh pelaku. Pihak polisi
melakukan penyelidikan hanya menangkap, memeriksa, dan melakukan
penggeledahan. Pelaku yang ditangkap oleh POLDA DIY hanya melakukan
Klarifikasi dan meminta maaf lewat konferensi pers (press conference), tindak
pidana ujaran kebencian di atas merupakan unsur delik biasa yang problemnya
diselesaikan dengan menggunakan Pasal 75 KUHP. Cara tersebut belum sesuai
dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengacu Pasal 156, 157, dan 310
KUHP ataupun tidak efektif sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku,
karena dengan kurang jelasnya kepolisian dalam menanggapi kasus hatespeech
maka kejadian ini- dapat terulang lagi dan ‘harusnya ada evaluasi untuk
kedepannya dalam ‘menentukan hukuman serta kejelasan ‘dalam memakai
aturan agar di pemilihan umum selanjutnyatidak terulang.

. Problematika yang ada di POLDA DIY dalam penindakan tindak pidana ujaran
kebencian (Hatespeech) dalam masa kampanye pemilihan umum Pilpres 2019,
banyaknya pelaku tindakan tersebut menggunakan media sosial. Pihak polisi
kesulitan untuk mencari tahu atau menangkap pelaku tindak pidana tersebut

sehingga polisi POLDA DIY bagian Dit Res Kriminal Khusus Unit Siber perlu
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bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi atau
Komunitas anti Hoaks dan Fitnah untuk mencari tahu siapa pelaku tindak
pidana tersebut. Kurangnya fasilitas sumber daya manusia yang minim dan
tidak memadai untuk mencari tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut,
kemungkinan polisi berhenti untuk mencari tahu sehingga kasus ini

diberhentikan atau tidak ditindaklanjuti.

B. Saran

1. Polisi Daerah D.I Yogyakarta mengadakan jalinan kerja sama dengan
Polisi Rakyat Indonesia, Kementrian Komunikasi dan Informatika,
Asosiasi atau Komunitas anti Hoaks dan Fitnah terkait mencari tahu
tindak pidana ujaran kebencian (Hatespeech) yang dilakukan di media
sosial. Serta menambah ahli-ahli siber untuk memudahkan mencari
pelaku di dunia maya.

2. Polisi Daerah D. | Yogyakarta khususnya DITRESKRIMSUS unit
Siber, agar menambah hukuman bagi pelaku tindak pidana ujaran
kebencian_ (hatespeech) hingga terjadi adanya efek jera bagi pelaku
serta menambah” koordinasi ‘dengan pusat, agar -di ‘pemilihan umum
selanjutnya tidak adanya yang melakukantindakan yang sama.

3. Penambahan Sumber Daya Manusia bagian DITRESKRIMSUS unit
Siber untuk mencari sumber kejahatan yang dilakukan di internet,
penambahan fasilitas alat penyadap cyber crime. Sehingga Unit Siber

Polda DIY siap menangani masalah jika terjadi di internet.
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